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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

DarihasilpenelitianPerlindunganHukum TerhadapDokterYang

MengeluarkanVisumEt RepertumKorban HidupDi RSUD STS

Tebodapatdiambilkesimpulansebagaiberikut;

1. Perlindunganhukumterhadapdokteryang mengeluarkanVeRkorban hidupdi

RSUD Sultan ThahaSaifuddin KabuaptenTebodapatdisimpulkanbahwaRSUD

Sultan Thaha Saifuddin

KabuaptenTebotelahmemberikanperlindunganhukumterhadapadokter yang

mengeluarkanVeRkorban hidup.Dokter yang

dipanggilkekantorpolisiataupunkesidangpengadilanterkaitmasalahpembuatan

VeRsudahadapendampingandari RSUD Sultan Thaha Saifuddin

KabupatenTebo, baikpendampingansecarafisikyaitudaribagianmanajemen dan

ataudarikuasahukum RS yang

mendampingiditambahdenganpendampinganlegalitasnyadengansurattugas.
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2. Adapun kendala-kendalaperlindunganhukumdariRSUD STS

Teboterhadapdokteryang mengeluarkanVeRkorban

hidupyaitudarisisibiayadimanajikaadapemangilandaripihakkepolisianmaupun

pengadilanterhadapdoktermembutuhkanbiaya yang

cukupbesarterutamamembayarjasabagianhukum RS.Kendala lain

adalahakibatpemangilantersebutmenyebabkanterganggunyapelayanterhadapp

asien di rumahsakit.

3. Upaya-upayadari RSUD STS

Tebodalammengatasikendalaperlindunganhukumterhadapdokter yang

mengeluarkanVeR korban hidupyaitudenganmenganggarkannyadi

PaguAnggaran RS dan

mencaridokterpengantiuntukmengantiakantugaspelayanandokter yang

dipanggilkepolisianmaupunpengadilan, sehinggapelayanterhadappasien di

RSUD Sultan Thaha Saifuddin KabupatenTebotetapterlayanidenganbaik.

B. Saran

Saran daripenelitisetelahmendapatkanhasildaripenelitianiniadalah;

1. KepadaDirekturRSUD Sultan Thaha Saifuddin KabupatenTebo,

supayapendampingandarimanajemenRSUD STS Teboataudan

kuasahukum RS,

sertalegalitasnyadengansurattugastetapdipertahankanbilaperluditingka

tkansehinggadokter yang mengeluarkanVeRterhadap korban hidup di

RSUD STS
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Tebotetapterlindungisehinggapelayanankepadapasientetapberjalanden

ganbaik.

2. KepadaKabidPelayananMedik, agar

pengetahuandoktertentangVeRtetapterbarukankarenabanyakilmu-

ilmu lama yang mengalamiperubahan dan pergeseran yang

disesuaikandenganperkembanganilmukedokteran, teknologi dan

dasar-

dasarhukum.Disarankanuntukmemberikanpelatihanterhadapdokterten

tangVeR.

3. KepadaDokter Yang MengeluarkanVeR,

tetaplahmelayanipasiendenganbaikterutamapasien-pasien yang

berhubungandengankasushukum yang

membutuhkanketeranganahliberupaVeR.Bekerjalahsesuaidengan

SOPVeR yang telahditetapkandirektur, karenaVeR yang

berkualitasbaikakanbanyakmembantu proses peradilan dan

pengambilankeputusan oleh hakim.
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